SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI TEKNIS PEMILU DAN PEMILIHAN
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang

Mengingat

. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang baik kepada publik

terhadap informasi terkait pemilihan umum atau pemilihan
kepala daerah, perlu dilakukan standarisasi pelayanan konsultasi
teknis pemilu atau pemilihan dilingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pemalang;

. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang

transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar
pelayanan yang menjadi pedoman;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan
konsultasi teknis pemilu dan pemilihan pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pemalang dengan Keputusan Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);




. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi
Pelayanan Publik Nasional

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indomnesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi,dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi,dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.




Menetapkan

KESATU

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah{Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

10.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 127 Tahun 2022 tentang peta proses bisnis
dilingkungan Komis Pemilihan Umum;

11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 91);

12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Umum(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);

13.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

14.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 833).

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PEMALANG TENTANG STANDAR PELAYANAN KONSULTASI
TEKNIS PEMILU DAN PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG,

: Menetapkan Standar Pelayanan konsultasi teknis pemilu dan

pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang



sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan konsultasi teknis pemilu dan pemilihan ini
menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU
Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
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STANDAR PELAYANAN

FASILITASI KONSULTASI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN

NO |

KOMPONEN

l

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1

Persyaratan

Pengguna layanan membuat surat permohonan yang berisi:
a. Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat, partai
politik/badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email;
Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM /Passport)
Materi konsultasi yang diminta secara jelas disertai kerangka acuan kegiatan;
Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan konsultasi; dan
Waktu pelaksanaan konsultasi.
ditujukan ke alamat:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang
dengan alamat Jl. Jend. A. Yani No.59, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten
Pemalang, Jawa Tengah 52312 dan dapat melalui email

atau melalui website

e an o

Jam pelayanan adalah
. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 15.30
. Jumat pukul 08.00 - 16.00
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NO -

"
K

TKOMPONEN.

Sistem Mekanisme dan Prosedur

Konsultasi Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Pemilihan

v

Usulan melalui surat
v

Pengguna layanan menyampaikan surat
permohonan konsultasi ditujukan kepada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pemalang

.

Pengguna layanan menerima tanda terima
dari petugas yang menunjukkan bahwa
surat permohonan konsultasi telah
diterima;

y

Pengguna layanan menunggu hasil disposisi
pimpinan terkait petugas/pegawai yang
memberikan pelayanan. Dalam hal ini juga
dilakukan analisis guna memastikan
apakah konsultasi dapat dilakukan atau
tidak, dan apabila dapat dilakukan apakah
harus diselenggarakan secara tatap muka
langsung atau dapat secara daring

]

¥
Hadir langsung ke kantor KPU

r

Pengguna layanan datang langsung ke Kantor
dengan membawa kelengkapan persyaratan
dan menginformasikan permohonan konsultasi
kepada petugas front office di lobi KPU
Kabupaten Pemalang

Y

Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan
menunggu hasil disposisi pimpinan unit terkait
petugas/pegawai yang memberikan pelayanan;

Pengguna layanan menerima konfirmasi
pemberian layanan konsultasi yang diteruskan
oleh petugas front office dari unit kerja;

)

e




=417

NO

KOMPONEN

URAIAN

Pengguna layanan menerima surat jawaban
melalui email. Apabila permohonan
disetujui maka surat jawaban akan disertai Pengguna layanan diarahkan oleh petugas front
jadwal pelaksanaan konsultasi dan contact office ke tempat rapat yang sudah ditentukan

person petugas yang akan melayani, di untuk ditemukan dengan petugas yang

mana konsultasi akan diselenggarakan memberikan layanan konsultasi.

secara tatap muka langsung ataupun
daring.

v

Pengguna layanan melakukan
konsultasi

Jangka Waktu Pelayanan

1. Informasi/jawaban dapat tidaknya dilakukan konsultasi disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pemalang maksimal 1 (satu) hari sejak surat permohonan atau email diterima.

2. Pengguna layanan yang hadir langsung ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalangmaka akan
diarahkan kepada petugas yang memberikan konsultasi maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan
maksud konsultasi.

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya/tarif

Produk Pelayanan

Pertemuan konsultasi dengan pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalanguntuk melakukan
pembahasan atau diskusi terkait permasalahan maupun topik yang disampaikan pengguna layanan.

Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukan/Apresiasi

Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan
kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dengan alamat Jl. Jend. A. Yani No.59,
Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52312 dan dapat melalui
email atau melalui website

serta menyampaikan kepada Pejabat
Pengelola Pengaduan Masyarakat
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NO|

KOMPONEN

URAIAN

PENGELOLAAN PELAYANAN

1

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 51493;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomeor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 215,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5357);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 13 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

»upaten/Kota.
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9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

10.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang peta prose
bisnis dilingkungan Komis Pemilihan Umum;

11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemiliha
Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyd
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota [Berita Negara Republik Indonesi
Tahun 2024 Nomor 91);

12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suar
dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);

13.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernu
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202
Nomor 345);

14.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalar
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota(Berit
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833).




NO KOMPONEN URAIAN
2 | Sarana dan Prasarana dan/atau |a. Monitor touchscreen;
Fasilitas b. Laptop/ Komputer;
c. Handphone;
d. Printer;
e. Mesin Fotocopy;
f. Scanner;
g. Wi-fi/ Jaringan Internet;
h. Meja dan Kursi;
i. Air minum;
j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3 | Kompetensi Pelaksana a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang kepemiluan ;
b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan;
c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; dan
d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service
4 | Pengawas Internal a. Inspektorat Utama KPU RI
b. Satuan Tuas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang
5 | Jumlah Pelaksana Maksimal 12 (duabelas) Orang pegawai/Pejabat
6 | Jaminan Pelayanan Pertemuan konsultasi dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;

Konsultasi diberikan oleh Pejabat yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan
Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin dibahas.
Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang
ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dengan alamat J1. Jend. A. Yani
No.59, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52312 dan
dapat melalui email atau melalui website

serta  menyampaikan kepada

a0 o

Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat
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NO KOMPONEN URAIAN
7 | Keamanan dan Keselamatan | a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
Pelayanan b. Dalam hal masyarakat selain dapat mengakses pelayanan secara online juga dapat dilayani secaraj
offline tersedia ruang pelayanan Helpdesk
c. Dalam hal terjadi kondisi darurat tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan
(APAR)
d. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan
perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
e. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan
8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

AGUS SETIYANTO




